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Ketlka Anggaran
Wakil Rakyvat Ditambabh...

" Ada agenda tambahan dalam sidang-sidang

paripurna DPR periode 2014-2019, jika dibandingkan
sidang paripurna DPR periode sebelumnya. Sidang
paripurna DPR periode ini selalu diakhiri dengan
agenda penyampaian usulan program pembangunan
daerah pemilihan oleh para anggota DPR.

alam satu kali rapat pa-
ripurna, ada 20-30 usul-

an program pembangun-

an daerah pemilihan (dapil)
yang diajukan para anggota
DPR. Usulan itu pertama kali
diajukan pada rapat paripurna
15 Januari lalu.

Saat itu, Wakil Ketua DPR
Taufik Kurniawan menjelaskan,

pengajuan usulan program pem-

bangunan dapil merup im-

plementasi dari Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(MD3). Pasal 80 UU itu me-
nyatakan, salah satu hak ang-
gota DPR adalah mengusulkan
dan memperjuangkan program
pembangunan dapil.

Hak itu merupakan hak baru

yang dimiliki anggota DPR.
Pemberian hak itu muncul di
tengah pembahasan perubahan

UU Nomor 27 Tahun 2009 ten-

tang MD3 oleh DPR periode
2009-2014. Dalam draf awal
RUU tersebut, ketentuan itu ti-

dak masuk atau tidak diusulkan.

Mantan Ketua Panitia Khu-
sus (Pansus) RUU MD3 Benny

K Harman menuturkan, adanya

hak tersebut dimaksudkan un-
tuk mencegah praktik mafia
anggaran di parlemen.

Soal dana pembangunan da-

pil sebenarnya sudah pernah di-

usulkan Fraksi Partai Golkar
(F-PG) pada tahun 2010. Saat
itu, F-PG mengusulkan penga-

lokasian dana pembangunan se-

besar Rp 15 miliar untuk tiap

anggota DPR. Anggaran itu akan

dimanfaatkan anggota DPR un-
tuk membiayai pembangunan,
di dapilnya. Namun, usulan itu

gagal dibahas karena banyaknya

protes dari masyarakat.
Wacana itu kembali menge-
muka saat maraknya isu mafia
anggaran sekitar tahun 2012.
Kala itu sejumlah anggota DPR

2009-2014 berpandangan, mafia

anggaran bisa dicegah dengan

melegalkan praktik yang selama
ini dianggap menyimpang, mi-
salnya, dengan memberikan h.
kepada anggota DPR untuk
mengusulkan program pemba-
ngunan untuk dapilnya.

‘Wakil Ketua DPR Fahri Ham-
zah menuturkan, untuk mence-
gah adanya penyimpangan da-
lam pelaksanaan program pem-
bangunan dapil, anggota DPR
hanya berhak mengusulkan, se-
mentara pelaksana pembangun-
an tetap pemerintah.

Rumah aspirasi

Setiap anggota DPR 2014 —
2019, kini juga mendapat ang-
garan Rp 150 juta per tahun
atau Rp 12,5 juta per bulan un-
tuk membiayai rumah aspirasi

mereka.

Apa dan siapa yang
bisa menjamin kali.ini
kasusnya berbeda?

Dana tersebut didapat dari
tambahan anggaran sebesar Rp
1,635 triliun untuk DPR dalam
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara Perubahan (APB-
NP) 2015 yang disahkan Feb-
ruari lalu. Dengan alokasi tam-
bahan itu, akumulasi anggaran
DPR sepanjang 2015 mencapai
Rp 5,192 triliun.

Dana rumah aspirasi sejauh
ini memang belum dicairkan ka-
rena DPR masih menjalani ma-
sa reses sampai 22 Maret men-
datang. Anggaran Rp 1,635 tri-
liun, termasuk di dalamnya Rp
84 miliar untuk dana rumah as-
pirasi, diperkirakan baru akan
cair pada bulan April.

Sekretaris Jenderal DPR RI
Winantuningtyas Titi, berjanji
penggunaan dana rumah aspi-
rasi akan dilaporkan secara
transparan.

”Bisa saja laporan keuangan
penggunaan dana rumah aspi-
rasi dipublikasikan di situs
dpr.go.id. Publik dapat menga-
‘wasi setiap rupiah yang dipakai
anggota DPR,” kata Winantu-
ningtyas.

‘Wakil Ketua Badan Urusan
Rumah Tangga DPR dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan
Dimyati Natakusumah menam-
bahkan, “Dana rumah aspirasi
baru akan cair setelah anggota
DPR melaporkan setiap rupiah
yang mereka gunakan. Jadi, sis-
temnya, uang mereka diganti,
batasnya Rp 12,5 juta. Ini untuk
mengurangi potensi anggaran
disalahgunakan,” katanya.

Namun, Direktur Centre for
Budget Analysis (CBA) Uchok
Sky Khadafi mengingatkan, ”Se-
jauh ini, DPR tidak pernah me-
nunjukkan komitmen pertang-
gungjawaban anggaran secara
transparan. Apa dan siapa yang
bisa menjamin kali ini kasusnya
berbeda?”

Tunjangan

Lepas dari adanya potensi pe- _
nyelewengan dan korupsi, dana
rumah aspirasi sebenarnya tidak
terlalu dibutuhkan. Ini karena
anggota DPR telah mendapat
banyak anggaran dan tunjangan
yang dapat dipakai untuk me-
ngelola rumah aspirasi.

Berdasarkan rincian Bagian
Administrasi Keuangan Sekreta-
riat Jenderal DPR RI, setiap
anggota telah mendapat alokasi
tunjangan yang berkaitan de-
ngan proses penyerapan aspirasi
di daerah. Dari total penghasilan
bulanan sekitar Rp 50 juta, di
dalamnya ada tunjangan untuk
penyerapan aspirasi masyarakat
sebesar Rp 8,5 juta dan tun-
jangan komunikasi intensif se-
besar Rp 14,1 juta.

Dengan demikian, total alo-
kasi dana yang berhubungan de-
ngan konstituen di daerah ada-
lah Rp 22,6 juta per bulan. Apa-
bila ditambah dengan dana
rumah aspirasi yang direncana-
kan sebesar Rp 12,5 juta per
bulan, seorang wakil rakyat
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